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BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURANBUPATIMUSIBANYUSIN

NOMOR 2>1 TAHUN2014

TENTANG

PIAGAMAUDITINTERN
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMUSIBANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSIBANYUASIN,

Menimbang:

Mengingat

a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1), (2), dan (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang
memadai bagi tercapaianya efektifitas dan efisiensi
tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negaraj daerah, dan ketaatan terhadap Peraturan
Perundang-undangan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya
termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola
Aparat Pengawas Intern Pemerintah diatur dalam
Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin
tentang Piagam Audit Intern.

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera
Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8121);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara



.•

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
RepubIik Indonesia);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 ten tang
Kewenangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2013 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 343);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINTENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATENMUSIBANYUASIN

Pasall
KETENTUANUMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
(1) Piagam Audit (Internal Audit Charter) adalah dokumentasi formal yang

menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan memuat tujuan, wewenang,
dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah.

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin.

(3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh



pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negarajdaerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(5) Pengawasan Intern adalah seluruh proses audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

(6) Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

(7) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

(8) Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

(9) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.

(10) Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

(11) Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal2
MAKSUDDANTUJUAN

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka
meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP yang
diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan melalui pendekatan
yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas
manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP

Pasal3
PIAGAMAUDITINTERN

(I) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi
dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat,



Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, Kode Etik dan Standar Audit
APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan
Jabatan Auditor, Hubungan KeIja dan Koordinasi, dan PeniIaian BerkaIa.

{2J Piagarn Audit IntemaI dan larnpiran ditandatangani oleh Bupati Musi
Banyuasin.

(3) Bentuk, isi, dan penjelasan Piagarn Audit IntemaI diatur daIarn Lampiran
Peraturan Bupati ini.

PasaI 4
KETENTUANPENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggaI diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggaI ~ O(,(,romJZ- tDJ"I

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMUSI BANYUASIN,--t-

H. SOHANMAJID

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal ;)..0 O\.Cf1)~dZ-- 'U!fi

I BUPATIMUSIBA1MJ7~

t .PA RI AZ ARI

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2014 NOMOR 1b7
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